WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 3§ TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN

Menimbang :

Mengingat

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota
Payakumbuh  Nomor 7 Tahun 201 8 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga
perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Payakumbuh tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi kecil dalam lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan
pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh
(Lembaran Daerah Tahun 1956 Nomor 19);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah



10.

11.

12.

13.

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan
Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk
Rentan Adminitrasi Kependudukan,;

Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan
Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh
Negara Lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan
dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan
Sipil dan Petugas Registrasi;

Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri
Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional;



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta
Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak
dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2015 tentang Cara Perubahan Elemen
Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga,
Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun
2016 yang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor
7);

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 36 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2018 Nomor 36),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam PeraturanWalikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.
11.

12,

13.

Daerah adalah Kota Payakumbuh.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbubh.

Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Payakumbuh.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbubh.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang
mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang
disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal
di daerah terbelakang.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat

yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.



14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan
Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang
jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan
keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
instansi pelaksana.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan
Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan.

Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak
anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan



24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L,

32.

33.

34.

35.

membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya
yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan
disetujui oleh Ibu kandung anak tersebut.

Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir
dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat
pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah
menurut hukum negara.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA
Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah,
talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang
beragama Islam.

Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Payakumbubh.

Lurah adalah Kepala kelurahan di wilayah Kota Payakumbuh.
Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh.

Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota
Payakumbubh.

Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh Lurah.

Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Lurah.

Surat Keterangan Tinggal Terbatas adalah Surat Keterangan
Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki [zin

Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah



36.

37.

38.

terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk
tinggal terbatas.

Surat Keterangan Tinggal Tetap adalah surat izin tinggal tetap yang
diberikan kepada orang asing sebagai bukti diri bahwa yang
bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sebagai penduduk tinggal tetap, dan berhak mendapatkan Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan jangka
waktu izin tinggal tetap yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat.
Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan
pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketagwaan
dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara pengalaman
budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa
Indonesia.

Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya
disebut Penghayatan Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui
dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 2

(1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

a.
b.

C.

penerbitan KK baru;
penerbitan KK karena perubahan data; dan

penerbitan KK karena hilang atau rusak.

(2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a.
b.

Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;

Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia; dan
Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda

yang telah memilihkewarganegaraan Republik Indonesia.



Pasal 3

(1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian yang
asli ditambah satu lembar fotocopy;

b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi
Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, khusus untuk pindah datang mengisi formulir yang telah
disediakan;

c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil
Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;

d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan; dan

e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI
yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang
perubahan status kewarganegaraan;

f. Bagi penduduk WNI yang belum terdata dalam database kependudukan

membuat surat pernyataan belum pernah terdata bermaterai 6000.

(2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi

persyaratan:

a. izin tinggal tetap;

b. dokumen perjalanan dan fotocopy;

c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau

yang disebut dengan nama lain yang asli ditambah satu lembar fotocopy;

dan
d. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

a. KK lama; dan
b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting.



Pasal 5

(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus
memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
b. KTP-el.

(2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus
memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
b. kartu izin tinggal tetap;
dokumen perjalanan; dan
d. KTP-el.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Pasal 6

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

a. penerbitan KTP-el baru;

b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;

c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;

d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang
memiliki izin tinggal tetap;

e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan

f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 7

(1) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
dan

b. KK / fotocopy KK.

(2) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin
tinggal tetap harus memenubhi persyaratan:
a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
b. KK / fotocopy KK;

c. Dokumen Perjalanan; dan



d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 8

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal;

b. KTP-el asli daerah asal/surat keterangan hilang dari kepolisian; dan
c. KK/ fotocopy KK.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
b. KK.

(3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang
memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan

pindah.
Pasal 9

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk
Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

a. KK/ fotocopy KK;

b. KTP-el lama;,

c. kartu izin tinggal tetap; dan

d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting.
Pasal 10

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang
memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

a. KK/ fotocopy KK;

b. KTP-el lama;

c. Dokumen Perjalanan; dan

d. kartu izin tinggal tetap.



Pasal 11

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang
Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan hilang dari kepolisian;

b. KTP-el yang rusak;

KK/ fotocopy KK;

a o

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau DokumenPerjalanan; dan

e. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 12

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di
luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan

b. KK/ fotocopy KK.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Identitas Anak
Pasal 13

(1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang
Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh
belas) tahun dan belum kawin.

(2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh.

(3) Penerbitan KIA terdiri atas :

a. Penerbitan KIA penduduk WNI untuk anak kurang dari 5 tahun,

b. Penerbitan KIA penduduk WNI untuk anak usia 5 tahun sampai dengan
usia 17 tahun kurang satu hari;

c. Penerbitan KIA penduduk orang asing untuk anak kurang dari 5 tahun;

d. Penerbitan KIA penduduk orang asing untuk anak usia 5 tahun sampai

dengan usia 17 tahun kurang satu hari.

Pasal 14
(1) Penerbitan KIA penduduk WNI untuk anak kurang dari 5 tahun dengan

memenuhi persyaratan:



(2)

(3)

(4)

(1)

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran
aslinya;

b. KK asli orang tua/Wali;dan

c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

Penerbitan KIA penduduk WNI untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia

17 tahun kurang satu hari dengan memenuhi persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran
aslinya,

b. KK asli orang tua/Wali;

c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan

d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Penerbitan KIA penduduk orang asing untuk anak kurang dari 5 tahun

dengan memenuhi persyaratan:

a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;

b. KK asli orang tua; dan

c. KTP-el asli kedua orang tuanya.

Penerbitan KIA penduduk orang asing untuk anak usia S5 tahun sampai

dengan usia 17 tahun kurang satu hari dengan memenuhi persyaratan :

a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;

b. KK asli orang tua;
KTP-el asli kedua orang tuanya; dan

d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Pindah

Pasal 15

Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah
yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.

Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Dalam satu kelurahan

b. Antar kelurahan dalam satu kecamatan

c. Antar kecamatan dalam satu kota

d. Antar kota/kabupaten dalam satu propinsi, atau

e. Antar propinsi.



(3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada Disdukcapil Kota Payakumbuh dengan menunjukkan KK
dan mengisi formulir yang telah disediakan.

(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang
tidak pindah.

(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 16

Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan; dan

b. kartu izin tinggal terbatas.

Paragraf 5
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Negara

Pasal 17

(1) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
a. KK; dan
b. KTP-el.

(2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah keluar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan

surat keterangan pindah luar negeri.
Pasal 18

Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil kabupaten/kota atau

surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.



Pasal 19

Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap

yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

memenuhi persyaratan:

a.
b.

C.

(1)

(2)

KK; dan
KTP-el; atau

surat keterangan tempat tinggal.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 20

Disdukcapil Kota Payakumbuh melakukan pendataan Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan yang meliputi:

a. Penduduk korban bencana alam;

b. Penduduk korban bencana sosial; dan

c. Orang terlantar;

Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan digunakan
sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk

rentan administrasi kependudukan.

BAB III
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 21

Pencatatan kelahiran WNI yang baru lahir harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan kelahiran;

b. buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua atau bukti lain yang sah
dan fotocopy buku nikah yang dilegalisir oleh instansi terkait;

c. KK asli dan fotocopy;

d. Mengisi formulir yang telah disediakan; dan

e. KTP-el dan fotocopy KTP-el kedua orang tua.

Pencatatan kelahiran WNI yang telah terdata dalam database

kependudukan, harus memenuhi persyaratan:



a. surat keterangan kelahiran/surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran

kelahiran;

b

C.

d.

buku nikah dan fotocopy buku nikah yang dilegalisir oleh instansi
terkait/kutipan akta perkawinan orang tua/surat pertanggungjawaban
mutlak pasangan suami istri atau bukti lain yang sah;

KK dan fotocopy KK; dan

KTP-el orang tua.

(3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru ditemukan dan tidak

diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenubhi

persyaratan berita acara dari kepolisian, KK yang ditumpangi.

(4) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau

keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (3) harus

memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran

data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

(5) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus

memenuhi persyaratan:

a.
b.

d.

surat keterangan kelahiran;

buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan
lainnya; dan

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/ atauDokumen Perjalanan
orang tua,; atau

surat keterangan pindah luar negeri.

(6) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

C.

surat keterangan kelahiran;

Dokumen Perjalanan; dan

KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izintinggal terbatas atau

visa kunjungan.

Pasal 22

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas

kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau

b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang

sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri.



Pasal 23

(7) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada
instansi yang berwenang dinegara setempat dengan memenubhi persyaratan:
a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat;dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.

(8) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran
bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang dinegara setempat;
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua;dan

c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainyang sah.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 24

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan lahir mati; atau
b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat

keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 25

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus memenuhipersyaratan:
a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau
penghayat kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. pas foto berwarna suami dan istri;
c. KK;
d. KTP-el; dan

e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian

pasangannya; atau

f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.



(2)

(1)

(2)

Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan daripemuka agama atau

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. pas foto berwarna suami dan isteri;

c. Dokumen Perjalanan;

d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
e. KK;

f. KTP-el; dan

g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.
Pasal 26

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib

dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada

instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:

a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan

bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi

persyaratan:

a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Pasal 27

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilaporkan ke Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk

berdomisili dengan memenuhi persyaratan :

a.
b.

bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republikindonesia; dan

kutipan akta perkawinan.



Pasal 28

(1) Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara
setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan
memenuhi persyaratan:

a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara
setempat;

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia danDokumen Perjalanan; dan

c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan
pindah luar negeri.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan
bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan terjadinya perkawinan di Negara setempat;
b. pas foto berwarna suami dan isteri;
c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan

surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan

e

pindah luar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 29

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta perkawinan,;

c. KK; dan

d. KTP-el.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 30

(1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

harus memenuhi persyaratan:



(1)

(2)

a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

b. kutipan akta perkawinan;

c. KK; dan

d. KTP-el.

Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat
pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki

dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31

Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republikindonesia yang

dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib

dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi

persyaratan:

a. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara
setempat;

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan

pindah luar negeri.

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakanpencatatan perceraian

bagi Orang Asing, pencatatan perceraian WNI dilakukan pada Perwakilan

Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

a. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian dinegara setempat;
kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan

c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah
luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.

Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan

atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan

yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alas an

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 32

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

C.

salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

kutipan akta perceraian;
KK; dan
KTP-el.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Pasal 33

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia harus

(2)

memenuhi persyaratan:

a.
b.

C.

Surat pelaporan kematian dari ahli waris;
surat kematian; dan

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk

atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

a.

surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut
dengan nama lain;

surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas
identitasnya;

salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas
keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan
jenazahnya;

surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang
yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi
tidakditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi

Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 34

Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat

wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi

persyaratan:

a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara
setempat;

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan
pindah luar negeri.

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian

bagi Orang Asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan

Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara
setempat,

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan

pindah luar negeri.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 35

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi
persyaratan:

a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil;

c. KK; dan

d.  KIP-el.
Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran

maupun pada kutipan akta kelahiran.



Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 36

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan
Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan

darisubjek akta.

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratanpembuatan akta
Pencatatan Sipil; dan

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapatkesalahan tulis

redaksional.

Pasal 37

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenubhi

persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
c. KK; dan
d. KTP-el.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam
pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang
tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau
orang yang diberi kuasa.
(4) Orang yang diberi kuasa sebagai mana dimaksud pada ayat (3) membawa

surat kuasa bermaterai 6000 dalam pengurusan dokumen kependudukan.



(1)

(2)

(1)

Pasal 39

Dalam hal bilamana terdapat kesalahan dari pemohon atas permohonan
yang disampaikan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan telah
terbit dokumen kependudukan dimaksud sesuai permohonan tersebut, dan
dikemudian hari mengajukan kembali permohonan perbaikan atas
kesalahan dokumen kependudukan dari pengajuan awalnya, maka kepada
pemohon diharuskan membuat surat pernyataan kesalahan data yang
diajukannya dengan membubuhkan tanda tangan diatas materai 6000.

Surat penyataan dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu syarat

penerbitan dokumen kependudukan yang baru dan valid.
Pasal 40

Penduduk yang tidak mampu melakukan pengurusan penerbitan surat
keterangan pindah dari daerah asal namun telah lama menetap di Kota
Payakumbuh dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam pengurusan penerbitan surat keterangan pindah.

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang
tidak mampu karena faktor finansial dan sakit keras.

Penduduk yang dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat Surat Permohonan
Bantuan Penerbitan Surat Pindah dan surat pernyataan tidak memiliki
kesanggupan untuk mengurus surat pindah dari daerah asal
bertandatangan di atas materai 6000 serta melengkapi dokumen pendukung
lainnya.

Surat permohonan bantuan penerbitan surat pindah, surat pernyataan
tidak memiliki kesanggupan untuk mengurus surat pindah dari daerah asal
dan dokumen pendukung lainnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbubh.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum

dicatatkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetapi status hubungan



dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan
persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data
perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh
2 (dua) orang saksi.

(2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum
dicatatkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetapi status hubungan
dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan
persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data
perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2

(dua) orang saksi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbubh.

Ditetapkan di Payakumbuh

ada anggal 2 Met 200
LIKO’I‘A PAYAKUMBU /(
RIZA F‘%L%PI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 3 tee\ 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 3§



